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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kraksaan merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2019 dan merupakan
tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2015-2019.
Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan
Agama Kraksaan, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan
alat kendali dan alat pemacu peningkatan Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan.

Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan diukur atas dasar pér:ilaian indikator kinerja pencapaian
sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan
tahun 2019.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pengadilan Agama Kraksaan melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenubhi target
yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu penmgkatan i&inerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban
kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan !(inelja yang telah ditetapkan dan sebagai
pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama Kraksaan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan merupakan wujud dari kinerja Pengadilan
Agama Kraksaan dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan

sasaran strategis.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kraksaan
menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan menggunakan 14 (empat belas) indikator kinerja untuk

mengukur sasaran tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2019 berhasil dilaksanakan dengan capaian 94,8% yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (100,97%)

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (77,67%)

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (100,55%)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (100%)

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Kraksaan adalah sebesar

94,8%. Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis 1. : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100,00% 100% 100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 95,00% 91.91% 96.74%
1 0,

3. Persentase penurunan sisa perkara 8,00% 9.1% 113,75%
4. Presentase Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya 100.00%

0, 0,
Hukum : Banding, Kasasi, PK 99,43% 99,43%

5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 99,00% 95% 95%
layanan peradilan

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 100,97%
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Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian |

2019 2019 2019
1. . Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak . 100,00% . 100,00% . 100,00%
tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 0,009%

0,33% 33%

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, 100,00%  100,00% 100,00%
Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat 0% - -

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari sejak diputus

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  77,67%

Sasaran Strategis 3. : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja

2019 2019 2019
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100,00%
95% 95%
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung 100,00%
Pengadilan 112% 112%
. . 0
3. Persentase Perkara (Voluntair) Identitas Hukum 100,00% 9520%  95.20%
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100,00%  100,00%  100,00%
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100,55%

Sasaran Strategis 4. : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja

2019 2019 2019

1 Persentase Putusan Perkara Perkara yang Ditindaklanjuti 100,00%  100,00% 100,00%
(diekseskusi)

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan  100,00%
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADIL AN AGAMA KRAKSAAN
TAHUN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama
Kraksaan untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab jajaran
pimpinan Pengadilan Agama Kraksaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan kenyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja

Kraksaan, 2 Januari 2020
oy Ketua Pengadilan Agama Kraksaan

Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.
NIP 196801021994031003
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Kraksaan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang
bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di Kabupaten Probolinggo. Tugas
dan fungsi Pengadilan Agama Kraksaan selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan
Peradilan Agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kraksaan dituntut untuk
melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setia kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan
kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan
Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan memandang perlu untuk menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area
Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah
Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan
Agama Kraksaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2019 untuk
mencapai visi dan misinya. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan Kinerja ini juga
disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian
Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018
Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2020
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B. Kedudukan, wewenang dan Fungsi

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Kraksaan bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ada pun fungsi dari Pengadilan Agama Kraksaan antara lain :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang
No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan
administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada
jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun
administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali
serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kraksaan (Bidang Kepegawaian, Bidang
Keuangan dan Bidang Umum);

5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain
sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:
KMA/004/SK/11/1991.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di
Pengadilan Agama Kraksaan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara, yang telah didiskusikan oleh bagian yang

terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun
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2009 tentang Pelayanan Publik. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut memiliki muatan

yang antara lain sebagai berikut

a. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;

b. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;

c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil
keputusan;

d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya;

e. Tersedianya system pengelolaan organisasi;

f. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama

harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

C. Struktur Organisasi
Pada Tahun 2016 struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Agama
Kraksaan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada

numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah.

3 : | ]
Wm, PASITERS MUD: i IS A (3 g ARG KRG ATAR AR A PRRENG ANA NN T
TRRPORCIAN, ! CGANIAANE DR TATALAKSAN S MLARORAN

] I | |
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Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan
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Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera,

Sekretaris, PaniteraPengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

1.
2.
3.

Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.

Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang
Panitera.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil
Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan
dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang
Panitera Pengganti dan seorang Jurusita dan beberapa pejabat yang merangkap jurusita
pengganti.

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag
Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata

Laksana serta Kasubag. Umum dan Keuangan.

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Kraksaan sampai dengan tahun 2019,

sebagai berikut:

© oo N o g >~ w D E

Ketua 1 orang;

Hakim 4 orang;

Panitera 1 orang;

Panitera Muda 3 orang;
Panitera Pengganti 3 orang;
Jurusita 1 orang;

Sekretaris 1 orang;
Kasubbag 2 orang

Staf 2 orang;

10.Tenaga Honorer 15 orang.

Kondisi ini masih jauh dari ideal sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI

tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian

Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan,

Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung

Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan

Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan
Agama Kelas | B (lihat buku I hal. 65) terdiri:
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Maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil ketua.

Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekterais, 3 sub
Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub
Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti,

4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;

9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.

Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2
orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 99.

Isu Strategis

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya

Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, Hakim Senior

Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia,

dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial

reform.

1.

Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan
untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan
perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan
komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada
menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya
untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan
keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus
2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 144/KMAJ/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian
setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi
publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMAJSK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
144/KMA/SK/2007.
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Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 diatur
tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap
saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMAJSK/1/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan

untuk mengakses informasi pengadilan.

. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka
perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-
undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang
nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang standar
pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari
masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan
Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis TI dan aplikasi SIPP sehingga
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat
terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima)

bulan.

. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang seharusnya
bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan.
Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat
sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan
konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis

oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil
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surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup.
Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai
lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi
publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar
kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato
pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada
dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya
integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang
terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam
lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum
bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu
upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan
penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga
praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya
turut mencermati dan mengambil langkah - langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut

di atas

Sistematika Laporan

Pada dasarnya laporan Kkinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Kraksaan dalam tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut dibandingkan
dengan penetapan kinerja 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas
capaian kinerja terhada prencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja
bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola piker sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) PengadilanAgama Kraksaan disusun sebagai berikut:

BAB |  Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan

fungsi serta struktur organisasi.

BAB Il Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan
Agama Kraksaan Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja 2020.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Kraksaan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran
strategis untuk Tahun 20109.
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BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Tahun 2019 | Pengadilan Agama Kraksaan m



BAB I
PERENCANAAN DAN
PENETAPAN KINERJA




BAB Il
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat
bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan
hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum
termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar
semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan
keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN
dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan
pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang

makin mantap.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Agama Kraksaan menyusun Rencana Strategis
2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi
yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut
selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian

pelaksanaaan program dan kegiatan.

a. Visi dan Misi
Visi
Visi Pengadilan Agama Kraksaan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI vyaitu :

Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan yang Agung

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Kraksaan untuk menjadikan
Pengadilan Agama Kraksaan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki
keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus

perkara.

Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kraksaan merumuskan Misi
sebagai berikut:

1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan

2.  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis Teknologi informasi

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan
4

Meningkatkan kredibilitas,akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan
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Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,
Pengadilan Agama Kraksaan menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis untuk tahun 2015-
2019 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntbel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator
kinerja utama adalah :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:
v" Banding
v' Kasasi
v PK
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator
kinerja utama adalah:
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator
kinerja utama adalah:

a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator
kinerja utama adalah :

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Agama Kraksaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Nomor W13-A33/2353/0T.01.2/X1/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penetapan Reviu
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2017.

c. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Agama Kraksaan menggunakan
program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :
1. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi:
e Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah
Agung.
o Kegiatan Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi.
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntbel
b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

c. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DIPA (01) Ditjen Badan Peradilan Agama :
e Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
e Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis.

a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
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REVIEW RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN YANG AGUNG
Misi : 1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan;
2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis Teknologi informasi
3.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan
4.Meningkatkan kredibilitas,akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan
Tujuan Target Sasaran Target Strategis
N Jangka
o Uraian Indikator Meneng Uraian Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Indikat Anggaran
kinerja ah kinerja i ndikator
Program Kegiatan Kegiatan Target
1. | Meningkatnya | Prosentase Terwujudnya Persentase sisa Program Pembinaan - Layanan
penyelesaian | sisa perkara | 100% Proses perkara yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan Administrasi Dukungan 12 3.693.782.000
perkara yang | yang Peradilan yang diselesai kan Manajemen dan Manajemen Layanan
sederhana, diselesaikan Pasti, dan Pengelolaan Pengadilan
tepat waktu, | tepat waktu Transparan dan Pelaksanaan Keuangan - Layanan
transparan Akuntabel Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
dan akuntabel Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Prosentase Persentase perkara Program Pembinaan - Layanan 3.693.782.000
perkara yang | 95% yang diselesaikan | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | Dukungan Administrasi Dukungan 12
diselesaikan tepat waktu Manajemen dan Manajemen Layanan
tepat waktu dan Pengelolaan Pengadilan
Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase Persentase Program Pembinaan - Layanan 3.693.782.000
penurunan 8% penurunan  sisa | 10% | 10% | 10% | 9% 8% Dukungan Administrasi Dukungan 12
sisa perkara perkara. Manajemen dan Manajemen Layanan
dan Pengelolaan Pengadilan
Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
Lainnya Administrasi

Laporan Kinerja Tahun 2019 | Pengadilan Agama Kraksaan




Mahkamah

Agung
Persentase Persentase perkara Program Pembinaan - Layanan 3.693.782.000
perkarayang | 100% yang Tidak 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | Dukungan Administrasi Dukungan 12
Tidak Mengajukan Manajemen dan Manajemen Layanan
Mengajukan Upaya Hukum : dan Pengelolaan Pengadilan
Upaya o Banding Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Hukum: o Kasasi Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
e Banding Lainnya Administrasi
o Kasasi ® PK Mahkamah
Agung
e PK
Index Index responden Program Pembinaan - Layanan 3.693.782.000
responden 99% pencari  keadilan | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | Dukungan Administrasi Dukungan 12
pencari yang puas Manajemen dan Manajemen Layanan
keadilan yang terhadap layanan dan Pengelolaan Pengadilan
puas terhadap peradilan Pelaksanaan Keuangan - Layanan
layanan Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
peradilan Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Meningkatnya | Persentase Isi Terwujudnya Persentase Isi Program Pembinaan - Layanan 3.693.782.000
Efektivitas putusan yang | 100% Peningkatan putusan yang Dukungan Administrasi Dukungan 12
Pengelolaan diterima oleh Efektivitas diterima oleh para | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Manajemen dan Manajemen Layanan
Penyelesaian para  pihak Pengelolaan pihak tepat waktu dan Pengelolaan Pengadilan
Perkara tepat waktu Penyelesaian Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Perkara Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Persentase Persentase 0005w | ogcosw | ooo7e | 0008% | o.000% Program Pempiqaan T Layanan 3.693.782.000
Perkara yang | 0,009% Perkara yang Dukungan Administrasi Dukungan 12
Diselesaikan Diselesaikan Manajemen dan Manajemen Layanan
melalui melalui Mediasi dan Pengelolaan Pengadilan
Mediasi Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
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Persentase Persentase berkas Program Pembinaan - Layanan 3.693.782.000
berkas 90% perkara yang | 78% | 79% | 80% | 8% | 90% | Dukungan Administrasi Dukungan 12
perkara yang dimohonkan Manajemen dan Manajemen Layanan
dimohonkan Banding, Kasasi dan Pengelolaan Pengadilan
Banding, dan PK vyang Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Kasasi  dan diajukan  secara Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
PK yang lengkap dan tepat Lainnya Administrasi
diajukan waktu Mahkamah
secara Agung
lengkap dan
tepat waktu
Persentase Persentase Program Pembinaan
putusan 0% putusan  yang | 0% 0% 0% 0% 0% Dukungan Administrasi
yang menarik Manajemen dan
menarik perhatian dan Pengelolaan
perhatian masyarakat Pelaksanaan Keuangan
masyarakat (ekonomi syariah Tugas Teknis | Badan Urusan
(ekonomi ) yang dapat Lainnya Administrasi
syariah ) diakses  secara Mahkamah
yang dapat online dalam Agung
diakses waktu 1 hari
secara online sejak diputus
dalam waktu
1 hari sejak
diputus
Meningkatnya | Persentase Terwujudnya Persentase Peningkatan Perkara Bantuan
Akses Perkara 100% peningkatan Perkara Prodeo 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Manajemen dilingkungan | Pembebasan 30 12.000.000
Peradilan bagi Prodeo yang Akses Peradilan yang diselesaikan Peradilan Peradilan Biaya perkara Perkara
Masyarakat diselesaikan bagi Agama Agama yang
Miskin dan Masyarakat diselesaikan
Terpinggirkan Miskin dan melalui
Terpinggirkan Pembebasan
Biaya perkara
Persentase Persentase Peningkatan Perkara Perkara  yang
Perkara yang | 100% Perkara ~ yang | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% | Manajemen dilingkungan | diselesaikan 521 30.000.0000
diselesaikan diselesaikan  di Peradilan Peradilan diluar  gedung | perkara
di luar luar Gedung Agama Agama yang | pengadilan
Gedung Pengadilan diselesaikan
Pengadilan diluar gedung
pengadilan
Persentase Persentase Program Pembinaan - Layanan
Perkara 100% Perkara 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | Dukungan Administrasi Dukungan 12 3.693.782.000
Permohonan Permohonan(Vol Manajemen dan Manajemen Layanan
(Voluntair) untair) ldentitas dan Pengelolaan Pengadilan
Identitas Hukum Pelaksanaan Keuangan - Layanan
Hukum Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
Lainnya Administrasi
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Persentase Persentase Peningkatan Layanan 24.000.000
Pencari 0% Pencari Keadilan | 0% 0% 0% 100% | 100% | Manajemen Bantuan
Keadilan Golongan Peradilan Hukum
Golongan Tertentu yang Agama dilingkungan
Tertentu Mendapat Peradilan
yang Layanan Bantuan Agama
Mendapat Hukum
Layanan (Posbakum)
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Meningkatnya | Persentase Terwujudnya Persentase Program Pembinaan - Layanan
Kepatuhan Putusan 100% peningkatan Putusan Perkara | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | Dukungan Administrasi Dukungan 12 3.693.782.000
Terhadap Perkara Kepatuhan Perdata yang Manajemen dan Manajemen Layanan
Putusan Perdata yang Terhadap Ditindaklanjuti dan Pengelolaan Pengadilan
Pengadilan Ditindaklanj Putusan (dieksekusi). Pelaksanaan Keuangan - Layanan
uti Pengadilan Tugas Teknis | Badan Urusan | Perkantoran
(dieksekusi). Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
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B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020
Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Kraksaan memuat angka target kinerja

tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun
2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan
tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih

dikenal dengan Penetapa Kinerja.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya meningkanya 1. Persentase sisa perkara yang 100,00%
penyelesaian perkara yang sederhana, diselesaikan
tepat waku, transparan dan Akuntabel
2. Persentase perkara yang diselesaikan 99,00%
tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara 10,00%
4. Presentase Perkara yang Tidak 99,00%

Mengupayakan Upaya Hukum :
Banding, Kasasi, PK

5. Index responden pencari keadilan yang | 80,00%
puas terhadap layanan peradilan

2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan 1. Persentase isi putusan yang diterima 100%
penyelesaian perkara oleh para pihak tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan 0.09%

melalui Mediasi

3. Persentase berkas perkara yang 90,00%
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

4. Persentase putusan yang menarik 0.1%
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak

diputus
3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi 1. Persentase Perkara Prodeo yang 100,00%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan
2. Persentase Perkara yang diselesaikan 100,00%
di luar Gedung Pengadilan
3. Persentase Perkara (Voluntair) 100,00%

Identitas Hukum

4. Persentase Pencari Keadilan Golongan | 100,00%
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap 1  Persentase Putusan Perkara Perkara 100,00%
Putusan Pengadilan yang Ditindaklanjuti (diekseskusi)
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk teknis Perjanjian KinerjaPelaporan Kinerja & tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2020

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya meningkanya
penyelesaian perkara yang sederhana,
tepat waku, transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100,00%

Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

99,00%

Persentase penurunan sisa perkara

10,00%

Presentase Perkara yang Tidak
Mengupayakan Upaya Hukum :
Banding, Kasasi, PK

99,00%

Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

80,00%

Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara

Persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu

100%

Persentase perkara yang diselesaikan
melalui Mediasi

0.09%

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

90,00%

Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak
diputus

0.1%

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

100,00%

Persentase Perkara yang diselesaikan
di luar Gedung Pengadilan

100,00%

Persentase Perkara (Voluntair)
Identitas Hukum

100,00%

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

100,00%

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perkara
yang Ditindaklanjuti (diekseskusi)

100,00%
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A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja
Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Capaian

Uraian Target Realisasi
(%)

1. | Terwujudnya proses | a. Persentase sisa

peradilan yang pasti, perkara yang 100% 100% 100%

transparan dan diselesaikan

akuntabel b. Persentase

perkara yang 95% 91,91% 96,74%
diselesaikan

tepat waktu

c. Persentase

penurunan sisa 8% 9,1% 113,75%

perkara

d. Persentase
perkara yang
tidak

mengajukan 100% 99,43% 99,43%

upaya hukum

banding, kasasi

dan PK

e. Index responden
pencari keadilan
yang puas 99% 95% 95%

terhadap layanan

peradilan
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Sasaran Strategis

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan

penyelesaian perkara

Uraian

. Persentase isi

putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat

waktu

Indikator Kinerja

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

(%)

100%

. Persentase

perkara
diselesaikan

melalui mediasi

0.009%

0,33%

33%

. Persentase

berkas perkara
yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan

tepat waktu

100%

100%

100%

. Persentase

putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syari’ah ) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak

diputus

0%
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Indikator Kinerja

\[o} Sasaran Strategis Capaian

Uraian Target Realisasi
(%)

3. | Meningkatnya akses | a. Persentase

peradilan bagi perkara prodeo 100% 95% 95%
masyarakat ~ miskin yang
dan terpinggirkan diselesaikan

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan di 100% 112% 112%
luar gedung

pengadilan

c. Persentase
perkara
permohonan 100% 95,20% 95,20%

(voluntair)

identitas hukum

d. Persentase
pencari keadilan
golongan
tertentu yang 100% 100% 100%
mendapat
layanan bantuan
hukum

(posbakum)

4. | Meningkatnya Persentase putusan
kepatuhan terhadap | perkara perdata
] . o 100% 100% 100%
putusan pengadilan yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)
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B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1.

SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel

l.a. Indikator Kinerja: Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Target | Realisasi Capaian (%)
\[o} Indikator Kinerja

2019 2019 2019 2018 2017

1. a. Prosentase sisa

perkara tahun lalu | 15004 100% 100% 100% | 100%
yang diselesaikan

tepat waktu

Sisa perkara pada Pengadilan Agama Kraksaan yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 240
perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2019 dapat diputus seluruhnya sebanyak 240 perkara.

» Realisasi tahun 2019 : 240/240 X 100% = 100%
» Capaian Kinerja tahun 2019 :100/100 X 100 % = 100%
Adapun sisa perkara tahun 2017 sebanyak 294 perkara, dan sisa perkara tersebut pada tahun 2018

dapat diputus seluruhnya sebanyak 294 perkara.

» Realisasi tahun 2018 :294/294 X 100% = 100%
» Capaian Kinerja tahun 2018 :100/100 X 100 % = 100%

Sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 242 perkara, dan sisa perkara tersebut pada tahun

2017 dapat diputus seluruhnya sebanyak 242 perkara.

» Realisasi tahun 2017 1 362/362 X 100% = 100%
» Capaian Kinerja tahun 2017 :100/100 X 100 % = 100%
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Prosentase sisa perkara tahun lalu
vang diselesaikan tepat waktu

100% — .
80% — —
60% _’ — -
40% — —
20% — . = Capaian
0% = o —

2019 :
2018
2017

Dari uraian diatas, realisasi penyelesaian sisa perkara dalam tiga tahun terakhir ini selalu

memenuhi target 100% dan capaiannya sebesar 100%. Peningkatan capaian ini membuktikan
terealisasinya rencana atau langkah-langkah yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019, dan

memberikan dampak positif bagi para pihak pencari keadilan yang berada di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Kraksaan.

Kunci dari peningkatan kinerja penyelesaian sisa perkara adalah konsistensi dan
komitmen untuk terus menjalankan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan DDTK (Diklat Di Temapt
Kerja) Juru Sita/Juru Sita Pengganti, sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada
lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan;

b. Meningkatkan ketertiban administrasi untuk panggilan delegasi (tabayyun) dengan system on

line internet/via email, sehingga informasi bisa didapatkan atau disampaikan jauh lebih cepat
jika dibandingkan via pos.

1.b. Indikator Kinerja: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Target Realisasi Capaian (%)

No. | Indikator Kinerja
2019 2019 2019 2018 2017

1. b. Prosentase

perkara yang | 9504 91,91% 96,71% | 98,04% | 97,61%
diselesaikan

tepat waktu
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Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 menerima perkara sebanyak 3.002 perkara, sisa
perkara tahun 2018 sebanyak 240 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2019
sejumlah 3.242 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.980 perkara, sehingga sisa
perkara tahun 2019 adalah sejumlah 262 perkara.

» Realisasi tahun 2019 :2.980/3.242 X 100% = 91,91%
» Capaian Kinerja tahun 2019 2 91,91/95 X 100% = 96,74%

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2018 menerima perkara sebanyak 2.769 perkara, sisa
perkara tahun 2017 sebanyak 294 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2018
sejumlah 3.063 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.823 perkara, sehingga sisa
perkara tahun 2018 adalah sejumlah 240 perkara.

> Realisasi tahun 2018 : 2.823/3.063 X 100% = 92,16%
» Capaian Kinerja tahun 2018 1 92,16/94 X 100% = 98,04%

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 2.829 perkara dan sisa
perkara tahun 2016 sebanyak 362 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2017
sejumlah 3.191 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.897 perkara, sehingga sisa
perkara tahun 2017 adalah sejumlah 294 perkara.

> Realisasi tahun 2017 1 2.897/3.191 X 100% = 90,78%
» Capaian Kinerja tahun 2017 :90,78/93 X 100% = 97,61%
Prosentase perkara yang
diselesaiakan tepat waktu
98,20%
98,00%
97,80%
97,60%
97,40%
97,20%
97,00%
96,80% m Capaian
96,60%
96,40%
96,20%
96,00% . . .
2019 2018 2017

Jika kita lihat pada grafik maka akan terlihat dinamika capaian dari tahun ke tahunnya.
Ini karena capaian tersebut bergantung pada jumlah perkara masuk yang tidak pernah sama dari
tahun ke tahunnya. Selain itu terdapat peningkatan target tiap tahun. Berikut uraian target dalam 3
tahun terakhir:
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1. 2017 93%

2. 2018 94%

N\
3. 2019 @

Maka terdapat kenaikan target yang cukup signifikan dalam prosentase capaian agar semakin
menimbulkan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Walaupun
secara capaian turun namun secara performa, Pengadilan Agama Kraksaan selalu konsisten dalam

menyelesaikan perkara dengan tepat waktu.

Dari uraian tersebut Pengadilan Agama Kraksaan terus menjaga komitmen dan
konsistensinya dalam hal:

a. Peningkatan proses persidangan dan menambah volume perkara tiap majelis;

b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan
menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal, akan memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan memberikan laporan yang aktual kepada Mahkamah Agung secara terukur;

c. Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan
mengikutkan pelatihan dan melakukan pembinaan berkala agar mendapatkan pola pikir yang

menghasilkan kinerja lebih baik.

1.c. Indikator Kinerja: Persentase Penurunan sisa perkara

Indikator Target = Realisasi Capaian (%)

Kinerja 2019 2019 2019 2018

1. c. Persentase

penurunan sisa 8% 9,1% 113,75% | 204,8% 187,84%

perkara

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 menerima perkara sebanyak 3.002 perkara, sisa
perkara tahun 2018 sebanyak 240 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2019
sejumlah 3.242 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.980 perkara, sehingga sisa
perkara tahun 2019 adalah sejumlah 262 perkara.

» Realisasi tahun 2019 1 240-262/240 X 100% = 9,1%
» Capaian Kinerja tahun 2019 1 9,1/8 X 100% = 113,75%
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Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2018 menerima perkara sebanyak 2.769 perkara, sisa
perkara tahun 2017 sebanyak 294 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2018
sejumlah 3.063 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.823 perkara, sehingga sisa
perkara tahun 2018 adalah sejumlah 240 perkara.

> Realisasi tahun 2018 1 294-240/294 X 100% = 18,36%
» Capaian Kinerja tahun 2018 1 18,36/9 X 100% = 204,8%

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 2.829 perkara dan sisa
perkara tahun 2016 sebanyak 362 perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2017
sejumlah 3.191 perkara. Adapun perkara yang diputus sejumlah 2.897 perkara, sehingga sisa
perkara tahun 2017 adalah sejumlah 294 perkara.

» Realisasi tahun 2017 1 362-294/362 X 100% = 18,78%
» Capaian Kinerja tahun 2017 :18,78/10 X 100% = 187,84%

Persentase Penurunan sisa
perkara

250,00%
200,00%

150,00%
100,00%
50,00% B Capaian
0,00% T T 1

2019 2018 2017

Jika kita lihat pada grafik maka akan terlihat dinamika capaian dari tahun ke tahunnya.
Ini karena capaian tersebut bergantung pada jumlah perkara masuk yang tidak pernah sama dari
tahun ke tahunnya. Selain itu terdapat peningkatan target tiap tahun. Hal ini dipengaruhi
komitmen untuk meningkatkan kinerja dari seluruh jajaran organisasi Pengadilan Agama
Kraksaan. Meskipun SDM pada Pengadilan Agama Kraksaan masih belum ideal dan masih

adanya rangkap jabatan.

Dari uraian tersebut Pengadilan Agama Kraksaan terus menjaga komitmen dan

konsistensinya untuk terus memperkecil jumlah sisa perkara dari tahun ke tahunnya dengan cara:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi agar makin banyak perkara gugatan yang
terselesaikan oleh proses mediasi;
b. Mengagendakan tundaan sidang maksimal 1 minggu untuk radius-radius panggilan yang

dianggap mudah dan dekat.
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1.d. Indikator Kinerja: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

No. | Indikator Kinerja

Realisasi Capaian (%)

2019 2019 2018 2017

1. | d. Persentase
perkara  yang
tidak
mengajukan 100% 99,43% 99,43% 99,36% 100,01%
upaya hukum
banding,

Kasasi, PK

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 berhasil memutus 2.980 perkara, dimana dari
2.980 perkara tersebut yang mengajukan banding, Kasasi, PK sebanyak 17 perkara, sehingga
yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.963 perkara.

> Realisasi tahun 2019 1 2.963/2.980 X 100% = 99,43%
» Capaian kinerja tahun 2019 :99,43/100 x 100% = 99,43%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan berhasil memutus 2.823 perkara, dimana dari
2.823 perkara tersebut yang mengajukan banding, Kasasi, PK sebanyak 18 perkara, sehingga
yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.805 perkara.

> Realisasi tahun 2018 : 2.805/2.823 x 100% = 99,36%

» Capaian kinerja tahun 2018 1 99,36/100 x 100% = 99,36%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan berhasil memutus 2.897 perkara, dimana dari
2.897 perkara tersebut yang mengajukan banding, Kasasi, PK sebanyak 27 Perkara, sehingga
yang tidak mengajukan banding sebanyak 2.870 perkara.

> Realisasi tahun 2017 : 2.870/2.897 X 100% = 99,06%

» Capaian kinerja tahun 2017 :99,06/99 X 100% = 100,01%
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100,00%
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Capaian

Jika kita lihat pada grafik maka akan terlihat dinamika capaian dari tahun ke tahunnya.
Ini karena capaian tersebut bergantung pada penyesuaian target pada tahun 2018. Tetapi jumlah
perkara yang mengajukan banding, kasasi, dan PK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019
menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan
Agama Kraksaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Kompentensi
Hakim dalam memutus sebuah perkara mengalami peningkatan kualitas dan menimbulkan rasa
keadilan kepada para pihak pencari keadilan sehingga mereka dapat menerima amar isi putusan
yang diputuskan oleh Majelis Hakim dan tidak melakukan upaya hukum banding. Hal ini juga
didukung dengan adanya Panitera Pengganti dan Juru Sita yang bekerja dengan baik selama

jalannya proses perkara yang disidangkan.

Untuk terus menekan upaya banding atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan maka

secara rutin dan berkala selalu dilakukan hal sebagai berikut:

a. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan bagian
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
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l.e. Indikator Kinerja: Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

Indikator | Target  Realisasi Capaian (%)

Kinerja 2019 2019 2019 2018 2017

1. | e.Index
responden
pencari
keadilan yang 99% 95% 95,95% 97% 96,44%
puas terhadap
layanan
peradilan

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun
2019 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM konversi IKM
sebesar 95,00. Nilai tersebut adalah simpulan atau nilai rata-rata yang diambil dari 9 unsur
pelayanan. Adapun unsur-unsur pelayanan yang disurvey pada tahun 2019 berjumlah 9 unsur,
yaitu:

Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;

Kemudahan prosedur pelayanan;

Kecepatan waktu pelayanan;

Kewajaran biaya pelayanan;

Kesesuaian antara standar pelayanan yang tercantum dengan hasil yang diberikan;
Kemampuan petugas pelayanan;

Perilaku petugas pelayanan;

© N o g &~ w D oE

Kualitas saran dan prasarana pelayanan;

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

» Realisasi tahun 2019 : 95,00%

» Capaian kinerja tahun 2019 :95/99 x 100% = 95,95%
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Adapun hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kraksaan pada
tahun 2018 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM konversi
IKM sebesar 97,00. Nilai tersebut adalah simpulan atau nilai rata-rata yang diambil dari 9 unsur
pelayanan. Adapun 9 unsur pelayanan pada tahun 2018 sama dengan tahun 2019.

> Realisasi tahun 2018 1 97,00%
» Capaian kinerja tahun 2018 1 97/98 x 100% = 98,97%

Pengadilan Agama Kraksaan baru memulai mengadakan kegiatan penilaian Survey Kepuasan
Masyarakat pada tahun 2017, dengan kategori nilai BAIK, yaitu nilai rata-rata tertimbang SKM
adalah konversi IKM sebesar 96,44. Nilai tersebut adalah simpulan atau nilai rata-rata yang
diambil dari 16 unsur pelayanan, yaitu:

Kemudahan prosedur pelayanan;
Persyaratan pelayanan;
Kejelasan Petugas;

Kedisiplinan petugas pelayanan;

1.

2.

3

4

5. Keberadaan petugas pelayanan;
6 Kemampuan petugas pelayanan;

7 Kecepatan pelayanan;

8 Keadilan mendapatkan pelayanan;

9 Kesopanan petugas pelayanan;

10. Keramahan petugas pelayanan;

11. Kesesuaian jadwal pelayanan;

12.  Keterjangkauan biaya pelayanan;

13.  Kesesuaian biaya pelayanan;

14. Keamanan lingkungan;

15.  Keberadaan maklumat pelayanan;

16. Keberadaan sarana pengaduan/ saran/masukan.
» Realisasi tahun 2017 2 96,44%

» Capaian kinerja tahun 2017 1 96,44/97 x 100% = 99,42%
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Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00% B Capaian
95,00%
94,00%

2019

2018

2017

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.a. Indikator Kinerja: Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Target = Realisasi Capaian (%)

No. | Indikator Kinerja

2019 2019 2019 2018 2017

2. a. Prosentase

isi putusan/
penetapan yang | 1004 100% 100% 100% 100%
diterima  oleh
para pihak tepat

waktu

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 telah menyampaikan/menyerahkan salinan
putusan/penetapan sebanyak 2.980 perkara yang telah diputus kepada para pihak.

> Realisasi tahun 2019 : 2.980/2.980 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2019 :100/100 X 100% = 100%

Pada tahun 2018 telah menyampaikan/menyerahkan salinan putusan/penetapan sebanyak 2.823
perkara yang telah diputus kepada para pihak.

» Realisasi tahun 2018 1 2.823/2.823 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2018 :100/100 X 100% = 100%
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Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan telah menyampaikan/menyerahkan
salinan putusan/penetapan sebanyak 2.897 perkara yang telah diputus kepada para pihak.

» Realisasi tahun 2017 : 2.897/2.897 x 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2017 :100/100 x 100% = 100%

Prosentase isi putusan/penetapan yang

120.00% diterima oleh para pihak tepat waktu

100,00% PA ° °

80,00%

60,00%

=@— Capaian

40,00%

20,00%

0,00% : . |
2019 2018 2017

Dengan adanya ruang pelayanan yang baru, maka Pengadilan Agama Kraksaan semakin dapat
mengoptimalkan layanan dalam penyampaian isi putusan atau penetapan. Ditambah lagi pada
tahun 2017 dengan adanya penyampaian isi putusan dan penetapan kepada para pihak yang
langsung disampaikan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, maka hampir dipastikan semua salinan

isi putusan dan penetapan sudah diterima oleh para pihak pencari keadilan.
2.b. Indikator Kinerja: Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Target Realisasi Capaian (%)
No. | Indikator Kinerja

2019 2019 2019 2018 2017

2. b. Prosentase

perkara yang | 90099 | 0,33% 33% | 179% | 63%
diselesaikan

melalui mediasi
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Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 telah memediasi perkara sebanyak 303 perkara dan
perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 1 perkara.

> Realisasi tahun 2019 : 1/303 X 100% = 0,33%
» Capaian kinerja tahun 2019 :0,33/0,009 X 100% = 33%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan telah memediasi perkara sebanyak 278 perkara dan

perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 5 perkara.

> Realisasi tahun 2018 :5/278 X 100% = 1,79%
» Capaian kinerja tahun 2018 :1,79/0,008 X 100% = 179%

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan telah memediasi perkara sebanyak 313
perkara dan perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara.

» Realisasi tahun 2017 : 2/313 X 100% = 0,63%
» Capaian kinerja tahun 2017 :0,63/0,007 X 100% = 63%

Prosentase perkara yang
200,00% - ' I i ' I
150,00%
100,00%

W Capaian
50,00% l
0,00% T T
2019 2018 2017

Penyelesaian perkara dengan upaya mediasi terdapat dinamika dari tahun ke tahunn.
Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses

mediasi, antara lain:

a. meningkatkan cara berkomunikasi para mediator dalam meyakinkan pihak berperkara untuk
berdamai

b. mempersiapkan ruang mediasi dengan suasana yang dapat memberikan dampak secara
psikologis dalam mendukung adanya mediasi.
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2.c. Indikator Kinerja: Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

\[o} Indikator Kinerja

Target | Realisasi Capaian (%)

2019 2019 2019 2018 2017

2. | c. Persentase

berkas perkara yang
dimohonkan
banding, kasasi dan 100% 100% 100% 100% 100%
PK yang diajukan

secara lengkap dan

tepat waktu

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 telah menerima 10 perkara banding, 7 perkara
kasasi dan tidak ada yang mengajukan perkara PK. Total sebanyak 17 perkara, 17 berkas perkara

telah dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

» Realisasi tahun 2019 2 17/17 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2019 :100/100 X 100% = 100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan telah menerima 15 perkara banding, 3 perkara
kasasi dan tidak ada yang mengajukan perkara PK. Total sebanyak 18 perkara, dimana 18
perkara telah dikirimkan dengan lengkap dan tepat waktu ke Instansi vertikal yang berada
diatasnya (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya atau Mahkamah Agung).

» Realisasi tahun 2018 : 18/18 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2018 :100/100 X 100% = 100%

Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan telah menerima 21 perkara banding, 6
perkara kasasi dan 1 perkara PK. Total sebanyak 27 perkara dan seluruh perkara telah dikirimkan

dengan lengkap dan tepat waktu.

» Realisasi tahun 2017 1 27127 x 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2017 :100/100 x 100% = 100%
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Pengadilan Agama Kraksaan sangat konsisten dalam menangani perkara yang diajukan banding,
kasasi maupun peninjauan kembali karena potensi pengaduan sangat rentan apabila penanganan
berkas-berkas tersebut tidak dilakukan dengan baik. Peningkatan kualitas SDM dengan
mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dan melakukan
pembinaan berkala adalah salah satu upaya dalam menjaga dan mendistribusikan kelengkapan

dokumen-dokumen yang diajukan banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

2.d. Indikator Kinerja: Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Target Realisasi Capaian (%)

N[} Indikator Kinerja

2019 2019 2019 2018 2017

2. | d. Persentase

putusan yang
menarik  perhatian
masyarakat

(ekonomi  syari‘ah) 0% ) ) . )
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak

diputus
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Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 telah menerima 6 perkara ekonomi syaria’ah dan
telah diputus sebanyak 6 perkara. 6 pekara tersebut telah dipublikasikan di website Pengadilan

Agama Kraksaan.

» Realisasi tahun 2019 10/ X 0% =-%
» Capaian kinerja tahun 2019 :0/0 X 100% = - %

Pada tahun 2018 dan tahun 2017, Pengadilan Agama Kraksaan tidak menerima perkara ekonomi

syariah. Sehingga tidak ada capaian atau realisasi.

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

3.a. Indikator Kinerja: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Realisasi Capaian (%)
No. | Indikator Kinerja

2019 2019 2019 2018 2017

3. a. Persentase
perkara  prodeo | 1000 95% 95% | 100% | 103%
yang

diselesaikan

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan
pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 12.000.000,- untuk 40 perkara. Jadi setiap perkara
mendapat prodeo mendapat subsidi anggaran sebesar Rp 300.000,-. Dari jumlah tersebut dapat
terserap seluruhnya sejumlah Rp 12.000.000,- atau sebanyak 38 perkara. Anggaran ini masih
dirasa kurang karena Kabupaten Kraksaan masih memiliki banyak masyarakat miskin utamanya

yang berada di pelosok-pelosok wilayah kabupaten.

» Realisasi tahun 2019 : 38 /40 X 100% = 95%
» Capaian kinerja tahun 2019 :95/100 X 100% = 95%
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Sama halnya pada tahun 2018, Pengadikan Agama Kraksaan mendapat alokasi Anggaran untuk
peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 12.000.000,- untuk 40 perkara. Jadi
setiap perkara prodeo mendapat subsidi anggaran sebesar Rp. 300.000,-. Dari jumlah tersebut
dapat terserap seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,- atau sebanyak 40 perkara.

> Realisasi tahun 2018 - 40/40 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2018 :100/100 X 100% = 100%

Sedangkan pada tahun 2017, Pengadikan Agama Kraksaan mendapat alokasi anggaran untuk
peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 9.000.000,- untuk 30 perkara. Jadi setiap

perkara mendapat subsidi anggaran sebesar Rp. 300.000,-. Dari jumlah tersebut dapat terserap
seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,- atau sebanyak 30 perkara.

» Realisasi tahun 2017 : 31/30 X 100% = 103%
» Capaian kinerja tahun 2017 :103/100 X 100% = 103%

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan
100%

80%
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[ Capaian
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0%
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3.b. Indikator Kinerja: Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara

sidang di luar gedung yang diputus

No. | Indikator Kinerja

Target | Realisasi Capaian (%)

2019 2019 2019 2018 2017

3. | b. Prosentase
peningkatan
perkara  yang
diselesaikan 100% | 112% | 112% | 66,25% | 90,55%
dengan cara
sidang di luar
gedung  yang
diputus

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 mendapat anggaran kegiatan sidang di luar gedung
sebesar Rp 30.000.000,- dengan target perkara sebanyak 100 perkara. Kegiatan sidang di luar
gedung pengadilan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonomerto dan Kecamatan Banyuanyar
dapat menyelesaikan perkara sebanyak 188 perkara. Dilihat dari segi penyelenggaraan, bahwa
anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya untuk sidang di luar gedung pengadilan.

» Realisasi tahun 2019 2112 /100 X 100% = 112%
» Capaian kinerja tahun 2019 2112 /100 X 100% = 112%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan mendapat anggaran kegiatan sidang di luar gedung
sebesar Rp 35.000.000,- dengan target perkara sebanyak 510 perkara. Kegiatan sidang di luar
gedung pengadilan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonomerto dan Kecamatan Banyuanyar
dapat menyelesaikan perkara sebanyak 321 perkara. Dilihat dari segi penyelenggaraan, bahwa

anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya untuk sidang di luar gedung pengadilan.

> Realisasi tahun 2018 : 321/510 X 100% = 62,94%
» Capaian kinerja tahun 2018 162,94 /95 X 100% = 66,25%

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan mendapat anggaran untuk sidang diluar
gedung pengadilan sebesar Rp 35.000.000,- dengan target perkara sebanyak 600 perkara.
Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonomerto dan

Kecamatan Banyuanyar dapat menyelesaikan perkara sebanyak 489 perkara.
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Dilihat dari segi penyelenggaraan, bahwa anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya untuk
sidang di luar gedung pengadilan.

> Realisasi tahun 2017 1489 /600 X 100% = 81,5%
» Capaian kinerja tahun 2017 1 81,5/90 X 100% = 90,55%

Prosentase peningkatan perkara yang
diselesaikan dengan cara sidang di
luar gedung yang diputus
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3.c. Indikator Kinerja: Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

Target | Realisasi Capaian (%)
No. | Indikator Kinerja

2019 2019 2019 2018 2017

3. | c. Persentase
perkara
permohonan 100% 95,20% 95,20% | 100,56% 111%
(voluntair)

identitas hukum

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 telah menerima 417 perkara permohonan
(voluntair), yang diputus sebanyak 397 perkara.

» Realisasi tahun 2019 1 397/417 X 100% = 95,20%
» Capaian kinerja tahun 2019 1 95,20/100 X 100% = 95,20%
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Pada tahun 2018 telah menerima 454 perkara permohonan (voluntair), yang diputus sebanyak 452

perkara sedangkan yang belum putus 1 perkara.

» Realisasi tahun 2018 : 452/454 x 100% = 99,55%
» Capaian kinerja tahun 2018 99,55 /95 x 100% = 100,56%

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan telah menerima 599 perkara

permohonan dan seluruh perkara tersebut telah diputus pada tahun 2017.

» Realisasi tahun 2017 1 599/599 x 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2017 :100/90 x 100% = 111%

Persentase perkara permohonan
(voluntair) identitas hukum

115,00%

110,00%

105,00%

100,00%
95,00% ® Capaian
90,00%
85,00%

3.d. Indikator Kinerja: d. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang

mendapatkan layanan posbakum yang diselesaikan tepat waktu

Target = Realisasi Capaian (%)
Indikator Kinerja

2019 2019 2019 = 2018 | 2017

3. | d. Persentase  pencari
keadilan golongan
tertentu yang | 100% 100% 100% | 100% | 100%
mendapat layanan

bantuan hukum

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 mendapatkan anggaran untuk pelayanan bantuan
hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau awam pada bidang hukum sebesar Rp

24.000.000,- dengan biaya jam layanan Rp 98.500,-/jam, sehingga total jam layanan sebanyak
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240 jam layanan. Penyedia jasa layanan Posbakum pada tahun 2019 dapat membantu pencari

keadilan membuatkan surat permohonan/gugatan, dan anggaran tersebut terserap seluruhnya.

» Realisasi tahun 2019 : 240/240 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2019 :100/100 X 100% = 100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan mendapatkan anggaran posbakum sebesar Rp
24.000.000,- dengan biaya jam layanan Rp 98.500-/jam, sehingga total jam layanan sebanyak 240
jam layanan. Penyedia jasa layanan Posbakum pada tahun 2018 dapat membantu pencari keadilan

membuatkan surat permohonan/gugatan, dan anggaran tersebut terserap seluruhnya.
» Realisasi tahun 2018 : 240/240 X 100% = 100%

» Capaian kinerja tahun 2018 :100/100 X 100% = 100%

Sedangkan Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan belum mendapatkan anggaran

posbakum.
Prosentase peningkatan perkara

miskin dan terpinggirkan yang
mendapatkan layanan posbakum
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4. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Target Realisasi Capaian (%)

\[o} Indikator Kinerja

PAONRS) 2019 2019 2018 2017

4. | Persentase putusan
perkara perdata yang
o o 100% 100% 100% 100% 100%
ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2019 telah menerima 1 permohonan eksekusi. Eksekusi

tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2019.

> Realisasi tahun 2019 : 1/1 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2019 :100/100 X 100% = 100%

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kraksaan telah menerima 1 permohonan eksekusi. Eksekusi
tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018.

» Realisasi tahun 2018 1 1/1 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2018 :100/100 X 100% = 100%

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kraksaan menerima 1 permohonan eksekusi.

Eksekusi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2017.

» Realisasi tahun 2017 : 1/1 X 100% = 100%
» Capaian kinerja tahun 2017 :100/100 X 100% = 100%
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C. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kraksaan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar
Rp.3.797.282.000,- (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh
dua ribu rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) Badan Urusan
Administrasi (01) sebesar Rp 3.731.282.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua
ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dari DIPA Ditjen Badilag (04) sebesar Rp 66.000.000,-

(Enam puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp 3.797.282.000,- meliputi:

a. Belanja Pegawai, meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium
yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah
Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp 2.900.147.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta
seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

b. Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan
perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2019 sebesar Rp 793.635.000,- (Tujuh ratus

sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

c. Belanja Modal, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal
yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya. Jumlah Belanja Modal Tahun 2019
sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
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Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2019

JENIS PAGU REVISI PAGU REALISASI SISA CAPAIAN
BELANJA Rp Rp Rp Rp %
Belanja Pegawai 2.990.807.000 2.900.147.000 2.896.817.452 3329548  99.89%
Belanja Barang 680.935.000 793.635.000 770.796.194 22.838.806  97.12%
Belanja Modal 12.500.000 37.500.000 37.500.000 0 100%
TOTAL 3.684.242.000 3.731.282.000 3.705.113.646 26.168.354  99.29%

Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2019

REVISI REALISASI
URAIAN PAGU Rp
Rp
| 51 Pembayaran Gaji dan 2.990.807.000 2.900.147.000  2.896.818.560 99.89
Tunjangan
1 511111  Belanja Gaji Pokok PNS 998.281.000 1.040.313.000 1.040.313.000 99.99
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji 15.000 14.028 86.13
11.000
PNS
3 511121  Belanja Tunj. Suami/lstri 90.750.000 92.942.000 92.906.140 99.96
PNS
4 511122  Belanja Tunj. Anak PNS 30.945.000 29.433.000 28.669.570 97.41
5 511123  Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000 32.240.000 34.240.000 100
6 511124  Belanja Tunj. Fungsional 1.313.000.000 1.317.000.000 1.315.620.000 99.90
PNS
7 511125  Belanja Tunj. PPh PNS 262.543.000 167.000.000 166.790.642 99.87
8 511126  Belanja Tunj. Beras PNS 64.187.000 53.811.000 53.445.960 99.32
9 511129  Belanja Uang Makan PNS 195.015.000 160.908.000 160.482.000 99.74
10 511151  Belanja Tunj. Umum PNS 2.275.000 4.485.000 4.485.000 100
TOTAL BELANJA 2.990.807.000 2.900.147.000  2.896.818.560 99.89
PEGAWAI
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Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2019

REVISI REALISASI
URAIAN PAGU Rp
Rp
| 5241 Belanja Perjalanan Dalam Kota 68.340.000 68.340.000 68.313.412  99.96
1 524113  Belanja Perjalanan Biasa 68.340.000 68.340.000 68.313.412  99.96
1 5211 Belanja Barang Operasional 326.819.000 430.559.000 418.105.210  97.11
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 263.190.000 367.810.000 355.666.540  96.70
2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas 2.700.000 1.200.000 918.500  76.54
Pos Pusat
3 521115 Belanja Honor Operasional 36.600.000 36.600.000 36.600.000 100
Satuan Kerja
4 521119 Belanja Barang Operasional 24.329.000 24.949.000 24.920.170  99.88
Lainnya
11 5218 Belanja Barang Persediaan 17.628.000 15.708.000 15.645.250  99.60
1 521811 Belanja Barang Persediaan 17.628.000 15.708.000 15.645.250  99.60
Barang Konsumsi
v 5221 Belanja Jasa 112.560.000 128.360.000 118.136.181  92.04
1 522111  Belanja Langganan Listrik 95.400.000 90.700.000 85.574.528  94.35
2 522112 Belanja Langganan Telepon 3.600.000 1.200.000 1.103.353  91.95
3 522113  Belanja Langganan Air 13.560.000 11.460.000 11.458.300  99.99
4 522141  Belanja Sewa 0 25.000.000 20.000.000  80.00
\% 5231 Belanja Pemeliharaan 141.138.000 136.218.000 136.146.141  99.95
1 523111  Belanja Pemeliharaan Gedung 61.875.000 54.195.000 54.158.000  99.93
dan Bangunan
2 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan 79.263.000 82.023.000 81.988.141  99.96
dan Mesin
TOTAL BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Tahun 2019

REVISI REALISASI
URAIAN PAGU Rp
Rp
| 53 Belanja Modal 12.500.000 37.500.000 37.500.000 100
1 532111 Belanja Modal Peralatan dan 12.500.000 37.500.000 37.500.000 100
Mesin
TOTAL BELANJA MODAL 12.500.000 37.500.000 37.500.000 100
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2. DIPA Ditjen Badilag (04) sebesar Rp 66.000.000,-

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (04) Tahun 2019

JENIS PAGU REVISI PAGU REALISASI SISA CAPAIAN
BELANJA Rp Rp Rp Rp %
Belanja Barang 66.000.000 66.000.000 65.155.000 845.000 98.72
Total 66.000.000 66.000.000

Realisasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun 2019

REVISI REALIASI
URAIAN PAGU Rp

Rp

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

| 5212 Belanja Barang Non
Operasional

521219 Belanja Barang Non 12.000.000 12.000.000 11.155.000 92.96
Operasional Lainnya

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung

| 5221 Belanja Jasa

522141  Belanja Sewa 8.300.000 8.300.000 8.300.000 100
1 5241 Belanja Perjalanan Dalam
Negeri
524113  Belanja Perjalanan Dinas 21.700.000 21.700.000 21.700.000 100
Dalam Kota

Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama

| 5212 Belanja Barang Non

Operasional
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 360.000 360.000 360.000 100
1 5221 Belanja Jasa
522131 Belanja Jasa Konsultasi 23.640.000 23.640.000 23.640.000 100
TOTAL BELANJA BARANG 71.000.000 71.000.000 70.767.000 99,67
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Laporan kinerja Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian
strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis
kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran dan indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana, antara lain:
» Persentase sisa perkara yang diselesaikan dengan prosentase capaian sebesar 100%;
» Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan prosentase capaian sebesar
96,71%
»  Persentase penurunan sisa perkara dengan prosentase sebesar 113,7%;
» Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK
dengan prosentase capaian sebesar 99,43%;
» Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilandengan
prosentase sebesar 95%;
» Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan prosentase
capaian sebesar 100%;
» Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan prosentase
capaian sebesar 112%;
» Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
(POSBAKUM)dengan prosentase capaian sebesar 100%;
» Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi )dengan prosentase
capaian sebesar 100%;
» Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu dengan prosentase capaian sebesar 100%;
Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2020.
3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain:
» Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan prosentase capaian
sebesar 33%;
» Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dengan prosentase capaian
sebesar 95,2%);
> Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan prosentase capaian sebesar 95%;

Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2020.
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4. Selain itu ada capaian yang tidak terisi karena pada tahun 2018 tidak ada realisasi sasaran
kinerja dikarenakan tidak adanya permintaan dari masyarakat pencari keadilan untuk sasaran
kinerja tersebut, yaitu antara lain:

» Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari‘ah) yg dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

B. SARAN
1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja);
Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;

Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

> N

Memberikan penghargaan bagi aparat Pengadilan Agama Kraksaan yang berprestasi dan
memberikan sanksi bagi aparat bagi yang melakukan pelanggaran;

5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kraksaan.
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PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN 2019

NO | KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENﬁl\\IISS;NG SUMBER DATA
1. | Terwujudnya a. Persentase sisa Jumlah Siza Perkara yang diselezaikan Panitera Laporan Bulanan
Proses perka rayang Jumlah Siza Perkara vang Harus dizelezaikan x 100% dan
Peradilan yang diselesaikan Laporan Tahunan
Pasti,
Transparan dan Catatan:
Akuntabel Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase Jumlah Perkara yang dizelezaikan tahun berjalan x 100% Panitera Laporan Bulanan
perkara yang Jumlah Perkara yang ada dan
diselesaikan Laporan Tahunan
tepat waktu Catatan:
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan
perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara
yang diterima tahun berjalan ditambah sisa
perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang
diselesaikan tahun berjalan
c. Persentase Tn.l-Tn Panitera Laporan Bulanan

penurunan sisa
perkara.

—t x 100%

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun

berjalan

dan
Laporan Tahunan




. Persentase perkara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 0 Panitera Laporan Bulanan
yang Tidak Jumlah Putusan Perkara X 100% dan
Mengajukan Upaya Laporan Tahunan
Hukum :
e Banding Catatan :
e Kasasi e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
e PK e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan Semesteran
pencari keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan dan Laporan
yang puas terhadap Tahunan
layanan peradilan Catatan:
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peningkatan Persentase Isi Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu % 100% Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas putusan yang Jumlah Putuzan dan
Pengelolaan diterima oleh para Laporan Tahunan
Penyelesaian pihak tepat waktu
Perkara
Persentase Perkara Jumlah Perkara yang dizelesaikan melalui Mediazi x 100% Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara vang dilakukan Mediazi ° dan
melalui Mediasi Laporan Tahunan
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Persentase berkas Panitera Laporan Bulanan

perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi
dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan

upaya hukum

x 100%

dan
Laporan Tahunan




secara lengkap dan
tepat waktu

Persentase putusan Panitera Laporan Bulanan
yang menarik Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah dan
perhatian yang diupload dalam website © 100% Laporan Tahunan
masyarakat
(ekonomi syariah ) jumlah putusan perkara
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus
Meningkatnya . Persentase Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselezaikan Dirjen: Laporan Bulanan
Akses Peradilan Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo X 100% Badilag dan dan
bagi Masyarakat diselesaikan Panitera Laporan Tahunan
Miskin dan
Terpinggirkan Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Persentase Perkara Jumlah Perkara yang dizelesaikan diluar Gedung Pengadilan 100% Dirjen: Laporan Bulanan
yang diselesaikan di Jumlah Perkara yang seharusnya dizelesaikan di luar X ? Bad”ag dan dan
luar Gedung gedung pengadilan Panitera Laporan Tahunan
Pengadilan

Catatan :

e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di
luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun
gedung-gedung lainnya)

c. Persentase Perkara

Permohonan(Volunt
air) ldentitas Hukum

Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang dizelezaikan

x 100%

Jumlah Perkara Voluntzer ldentitaz Hukum yang diajukan

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




Catatan :

e Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah
syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah
dan akta kelahiran.

e Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan
pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan
terpadu.

e |dentitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya
tidak jelas.

e Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan,
Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
(marjinal)

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi).

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

x 100%

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
Nomor : W13-A33/2505/0T.01.2/SK/11/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU SAKIP
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

TAHUN 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

: a. Bahwa untuk pelaksanaan tertib dan kesempurnaan pembuatan dan penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, maka dipandang perlu
dibentuk Tim Reviu SAKIP pada Pengadilan Agama Kraksaan;

b. Bahwa nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk Tim Reviu pada Pengadilan Agama
Kraksaan;

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

3. Undarig-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU SAKIP PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota
Tim Reviu SAKIP Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2019.

Surat Keputusan ini diberikan kepada  yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan tanggung jawab. '

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dxtetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekelirnan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

I ' a:.-_i di: Kraksaan




Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kraksaan.
Nomor : W13-A33/2505/0T.01.2/SK/11/2019
Tanggal : 27 November 2019

SUSUNAN TIM REVIU SAKIP

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TAHUN 2019

Ne. NAMA JABATAN DINAS JABATAN DALAM
TIM
1 2 3 4
1. | Drs. ACHMAD NURUL HUDA, M.H. Ketua Pembina
2. | Drs. H. MUQODDAR, S.H. Hakim Pengawas
3. | Drs. SURIB WAHYUDI, S.H., M.H. Panitera Penanggung Jawab
Kepaniteraan
4. | HASAN Sekretaris Penanggung Jawab
Kesekretariatan
5. | Drs. MASYHUDI, M.HES Panmud Hukum SIPP/Lap. Perkara
6. | AMRULLOH, S.H., M.H. Panmud Permohonan Laporan Perkara
Permohonan
7. | FATIMAH, S.H. Panmud Gugatan Laporan Perkara
Gugatan
8. | ANA KHOIROTUL AINI, S.H. Kasubbag Umum dan Laporan SIMAK BMN
Keuangan dan SAKPA
9. | SITI ARTANIYAH, S.Ag. Kasubbag Kepegawaian, | Laporan Kepegawaian
- Ortala
10. | FAJAR AYU PERMATA SARI, S.Psi. Staf Kasubbag Laporan RKAKL dan
Perencanaan IT dan Operator
Pelaporan
11. | DINI RININDA, S.H. Panitera Pengganti/ Laporan Keuangan DIPA
Bendahara Pengeluaran

AD NURUL HUDA, M.H.

$80102 199403 1 003




B L
VPUT WO B

= mERavasay LOOLTLA0OTHTON NS 1"l

1A YD Dy A

e | T G
& EEIC VIS CHOTIOHINY [

H S CINIY EALOMIONN VY
" TOOTRF LATUBAISG LTI

TUIT R LT ORI N
WS THOMIMAVA 60

FOOTROFTOTHTROSSSTAIN

HCS THOMTHAYN 1IN0

FOOTEOPEGT G0 P0LS6 K AIN.
RANIN TUASY LY e

FO0ITTE0TRTDIGRAT I IN

AT UPLEZPICILNGL 1N

1S N Y DLy A

TOO LT LT AT LG LN R
WS VONINTE I

RS VNIV 1N

ALNVIMONGd VHALINYVA

[

LLIANYODONAD VLIS (1ML VLIS

AVVALLINVAAM IVNOISDONILIA MOdINO' 1AM

A 3 R e o
s WY COLOAIN WIDVE ONDLONYE  ® TSR THITAVS 1 XY VIYy 6
o X vy Hymed v £V IO SV TeaaY -
=7 ‘ > = PICY TIVTTATYAVANE OVISTIOVI T N UYLV LVIS BLLY VYUY C
TN E LVAVHVG NIGNRIHE VN QVIINVEA NiFaNIvE  r DOV IANYIONOYT T VLAV LLANT A 6 TR IOV VI TV VIS VT T
S TAVS VAVISCHAE AXY VL T LAY LAY NI LMETIN K TS VNI TN L AR THOMTRAYN TG T ML 5 L
AAVES AAVLS LIVES EELS LY v s IV N
h&mﬂdﬁaﬁ.‘nﬁw .:.w COOTIOSOOTEDTOILET AN SOUILUTGL LGIFULIBL dIN OO UR6GEHTT L6 L LIN COUBTIPGOTUTT LSO 1IN
Sormae oy SN Ty e v vay SAHW TANHASVIN "1 TH'S THVIWIIVA (H L L e
VADVE NV WLV L SOV 15 Y SEN VR 3 NVNOHOINERD
NYONYATE NV I VIR Y IRH YA YUELISY - MUY D YOI LN A VAN VT v

AVMOIY TAd Sva

FI NV NV ORI VSISV RYIVAAY ST SV AT

I

T0OTE£0561 LTLOKDOT "dIN
. YOI e
e s _ i

L0 FBT GE1O0T L ISR
AL TS TANY 30 H

NVSVH

FOON ORGS0 TOT S0 e T I
TS NV CE ) S AL AT

SIUV LAMMES VHATINVA _

-S:—ISE!..:,S._.L-?
I IS TSN R 1 v 2

FOOT FOTGETAN THAOGT ATN
HR VAT OD Y H ST

INIMVH

VALAM TEAVAL

EOUTEOTHENEDI0EI0 T ds
TR DRI A Py

ViAot

(ST10Z Uunye ] L JOWON [ SUN3Sy BWENYEJA] UBINIEII ] UBIESEP.Id3Y)
NVVSIVUNM VIAIVOV NVTIAVONIAJd
ISVSINVDUHO AUNLAMNAULS NVDOHIVL




PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN 2019

NO | KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENﬁl\\IISS;NG SUMBER DATA
1. | Terwujudnya a. Persentase sisa Jumlah Siza Perkara yang diselezaikan Panitera Laporan Bulanan
Proses perka rayang Jumlah Siza Perkara vang Harus dizelezaikan x 100% dan
Peradilan yang diselesaikan Laporan Tahunan
Pasti,
Transparan dan Catatan:
Akuntabel Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase Jumlah Perkara yang dizelezaikan tahun berjalan x 100% Panitera Laporan Bulanan
perkara yang Jumlah Perkara yang ada dan
diselesaikan Laporan Tahunan
tepat waktu Catatan:
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan
perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara
yang diterima tahun berjalan ditambah sisa
perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang
diselesaikan tahun berjalan
c. Persentase Tn.l-Tn Panitera Laporan Bulanan

penurunan sisa
perkara.

—t x 100%

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun

berjalan

dan
Laporan Tahunan




. Persentase perkara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 0 Panitera Laporan Bulanan
yang Tidak Jumlah Putusan Perkara X 100% dan
Mengajukan Upaya Laporan Tahunan
Hukum :
e Banding Catatan :
e Kasasi e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
e PK e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan Semesteran
pencari keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan dan Laporan
yang puas terhadap Tahunan
layanan peradilan Catatan:
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peningkatan Persentase Isi Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu % 100% Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas putusan yang Jumlah Putuzan dan
Pengelolaan diterima oleh para Laporan Tahunan
Penyelesaian pihak tepat waktu
Perkara
Persentase Perkara Jumlah Perkara yang dizelesaikan melalui Mediazi x 100% Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara vang dilakukan Mediazi ° dan
melalui Mediasi Laporan Tahunan
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Persentase berkas Panitera Laporan Bulanan

perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi
dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan

upaya hukum

x 100%

dan
Laporan Tahunan




secara lengkap dan
tepat waktu

Persentase putusan Panitera Laporan Bulanan
yang menarik Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah dan
perhatian yang diupload dalam website © 100% Laporan Tahunan
masyarakat
(ekonomi syariah ) jumlah putusan perkara
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus
Meningkatnya . Persentase Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselezaikan Dirjen: Laporan Bulanan
Akses Peradilan Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo X 100% Badilag dan dan
bagi Masyarakat diselesaikan Panitera Laporan Tahunan
Miskin dan
Terpinggirkan Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Persentase Perkara Jumlah Perkara yang dizelesaikan diluar Gedung Pengadilan 100% Dirjen: Laporan Bulanan
yang diselesaikan di Jumlah Perkara yang seharusnya dizelesaikan di luar X ? Bad”ag dan dan
luar Gedung gedung pengadilan Panitera Laporan Tahunan
Pengadilan

Catatan :

e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di
luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun
gedung-gedung lainnya)

c. Persentase Perkara

Permohonan(Volunt
air) ldentitas Hukum

Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang dizelezaikan

x 100%

Jumlah Perkara Voluntzer ldentitaz Hukum yang diajukan

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




Catatan :

e Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah
syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah
dan akta kelahiran.

e Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan
pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan
terpadu.

e |dentitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya
tidak jelas.

e Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan,
Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
(marjinal)

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi).

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

x 100%

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Dr. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kraksaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. MUZNI ILYAS, SHM.H
Jabatan : Pit Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kraksgan, 31 Desember 2018
2 < Pihak Pertama,

Pihak kedua
SanE A.n Ketua
’,-,’r; = Plt Wakil Ketua

-

DY Hj LA TUL AROFAH, M.H




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

NO, SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA TARGET
1{Terwujudnya Proses Peradilan 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
yang Pasti, Transparan dan Persentase perkara yang diselesaikan tepat 100%
Akuntabel waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara 8%
4.  Presentase Perkara yang Tidak 100%
Mengupayakan Upaya Hukum (Banding,
5. Index responden pencari keadilan yvang puas 99%
terhadap layanan peradilan
2{Peningkatan Efektivitas 1. Persentase isi putusan yang diterima cleh 100%
Pengelolaan Penyelesaian para pihak tepat wakiu
Perkara 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 0.009%
tdediasi
3.  Persentase berkas perkara yang dimohonkan 0%
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu
4. Persentase putusan yang menarik perhatian 0%
masyarakat (ekcnomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari
3|Meningkatnya Akses Peradilan 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
bagi Masyarakat Misin dan
Terpinggirkan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 100%
Gedung Pengadilan
3. Persentase Perkara {Voluntair) Identitas 100%
Hukum
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
4\ Meningkatnya Kepatuhan 1 Persentase Putusan Perkara Perkara yang 100%
Terhadap Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (diekseskusi)

NO KEGIATAN ANGGARAN
1|Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Rp 3.671.742.000
2| Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp 12.500.000
3 Penihgkatan Manajermen Peradilan Agama Rp 66.000.000

Pihak Kedua
A.n Ketua
. Pit Wakil K

_Kraksaan, 31 Desember 2018

§

/-~ Pihak Pertama




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2019
(dalam rupiah)

ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ;NGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRANSAKSI KAS
01 RUPIAH MURNI
0 RM
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
04 PERADILAN
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
52 BELANJA BARANG
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,450,000 14,450,000 3,550,000 3,550,000 0 3,550,000 24.57 10,900,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 14,450,000 14,450,000 3,550,000 3,550,000 0 3,550,000 24.57 10,900,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 14,450,000 14,450,000 3,550,000 3,550,000 0 3,550,000 24.57 10,900,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.970 14,450,000 14,450,000 3,550,000 3,550,000 0 3,550,000 24.57 10,900,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 14,450,000 14,450,000 3,550,000 3,550,000 0 3,550,000 24.57 10,900,000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
994 Layanan Perkantoran
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 998,281,000 998,281,000 218,614,900 218,614,900 0 218,614,900 21.90 779,666,100
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11,000 11,000 2,388 2,388 0 2,388 21.71 8,612
511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 90,750,000 90,750,000 19,766,470 19,766,470 0 19,766,470 21.78 70,983,530




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 2
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO XNGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,945,000 30,945,000 6,299,186 6,299,186 0 6,299,186 20.36 24,645,814
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 33,800,000 7,800,000 7,800,000 0 7,800,000 23.08 26,000,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,313,000,000 1,313,000,000 335,440,000 335,440,000 0 335,440,000 25.55 977,560,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 262,543,000 262,543,000 37,293,237 37,293,237 0 37,293,237 14.20 225,249,763
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 64,187,000 64,187,000 13,832,220 13,832,220 0 13,832,220 21.55 50,354,780
511129 Belanja Uang Makan PNS 195,015,000 195,015,000 28,478,000 28,478,000 0 28,478,000 14.60 166,537,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2,275,000 2,275,000 525,000 525,000 0 525,000 23.08 1,750,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 2,990,807,000 2,990,807,000 668,051,401 668,051,401 0 668,051,401 22.34 2,322,755,599
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 2,990,807,000 2,990,807,000 668,051,401 668,051,401 0 668,051,401 22.34 2,322,755,599
52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 263,190,000 286,590,000 46,426,409 46,426,409 0 46,426,409 16.20 240,163,591
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,700,000 2,700,000 349,000 349,000 0 349,000 12.93 2,351,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 36,600,000 36,600,000 6,100,000 6,100,000 0 6,100,000 16.67 30,500,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24,329,000 24,929,000 3,295,000 3,295,000 0 3,295,000 13.22 21,634,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 326,819,000 350,819,000 56,170,409 56,170,409 0 56,170,409 16.01 294,648,591
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17,628,000 15,708,000 6,047,000 6,047,000 0 6,047,000 38.50 9,661,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 17,628,000 15,708,000 6,047,000 6,047,000 0 6,047,000 38.50 9,661,000
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 95,400,000 87,000,000 21,973,575 21,973,575 0 21,973,575 25.26 65,026,425
522112 Belanja Langganan Telepon 3,600,000 3,600,000 296,787 296,787 0 296,787 8.24 3,303,213
522113 Belanja Langganan Air 13,560,000 13,560,000 2,442,400 2,442,400 0 2,442,400 18.01 11,117,600




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ‘ 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 3
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 112,560,000 104,160,000 24,712,762 24,712,762 0 24,712,762 23.73 79,447,238
5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61,875,000 54,195,000 26,768,000 26,768,000 0 26,768,000 49.39 27,427,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79,263,000 73,263,000 25,009,426 25,009,426 0 25,009,426 34.14 48,253,574
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 141,138,000 127,458,000 51,777,426 51,777,426 0 51,777,426 40.62 75,680,574
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 68,340,000 68,340,000 17,851,449 17,851,449 0 17,851,449 26.12 50,488,551
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 68,340,000 68,340,000 17,851,449 17,851,449 0 17,851,449 26.12 50,488,551
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 666,485,000 666,485,000 156,559,046 156,559,046 0 156,559,046 23.49 509,925,954
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994 3,657,292,000 3,657,292,000 824,610,447 824,610,447 0 824,610,447 22.55 2,832,681,553
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 3,657,292,000 3,657,292,000 824,610,447 824,610,447 0 824,610,447 22.55 2,832,681,553
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01 3,671,742,000 3,671,742,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 22.55 2,843,581,553
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0.00 12,500,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0.00 12,500,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0.00 12,500,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0.00 12,500,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0.00 12,500,000




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01

WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020

SATUAN KERJA ! 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 4

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt

REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02 12,500,000 12,500,000 0 0 0 0 0.00 12,500,000
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 22.48 2,856,081,553
JUMLAH BELANJA FUNGSI 03 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 2248 2,856,081,553
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 2248 2,856,081,553
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 2248 2,856,081,553
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 2248 2,856,081,553
JUMLAH TRANSAKSI KAS 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 2248 2,856,081,553
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI 3,684,242,000 3,684,242,000 828,160,447 828,160,447 0 828,160,447 2248 2,856,081,553
NON KAS




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI2019
(dalam rupiah)

ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ;NGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRANSAKSI KAS
01 RUPIAH MURNI
0 RM
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
04 PERADILAN
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
52 BELANJA BARANG
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,450,000 14,450,000 5,650,000 9,200,000 0 9,200,000 63.67 5,250,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 14,450,000 14,450,000 5,650,000 9,200,000 0 9,200,000 63.67 5,250,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 14,450,000 14,450,000 5,650,000 9,200,000 0 9,200,000 63.67 5,250,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.970 14,450,000 14,450,000 5,650,000 9,200,000 0 9,200,000 63.67 5,250,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 14,450,000 14,450,000 5,650,000 9,200,000 0 9,200,000 63.67 5,250,000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
994 Layanan Perkantoran
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 998,281,000 998,281,000 328,260,580 546,875,480 0 546,875,480 54.78 451,405,520
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11,000 11,000 5,264 7,652 ( 1,108) 6,544 59.49 4,456
511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 90,750,000 90,750,000 28,963,130 48,729,600 0 48,729,600 53.70 42,020,400




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 2
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO XNGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,945,000 30,945,000 8,838,774 15,137,960 0 15,137,960 48.92 15,807,040
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 33,800,000 10,400,000 18,200,000 0 18,200,000 53.85 15,600,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,313,000,000 1,313,000,000 427,520,000 762,960,000 0 762,960,000 58.11 550,040,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 262,543,000 262,543,000 59,585,651 96,878,888 0 96,878,888 36.90 165,664,112
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 64,187,000 64,187,000 13,832,220 27,664,440 0 27,664,440 43.10 36,522,560
511129 Belanja Uang Makan PNS 195,015,000 195,015,000 38,798,000 67,276,000 0 67,276,000 34.50 127,739,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2,275,000 2,275,000 1,440,000 1,965,000 0 1,965,000 86.37 310,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 2,990,807,000 2,990,807,000 917,643,619 1,585,695,020 ( 1,108) 1,585,693,912 53.02 1,405,113,088
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 2,990,807,000 2,990,807,000 917,643,619 1,585,695,020 ( 1,108) 1,585,693,912 53.02 1,405,113,088
52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 263,190,000 370,590,000 84,793,994 131,220,403 0 131,220,403 35.41 239,369,597
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,700,000 2,700,000 160,500 509,500 0 509,500 18.87 2,190,500
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 36,600,000 36,600,000 9,150,000 15,250,000 0 15,250,000 41.67 21,350,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24,329,000 24,929,000 13,307,000 16,602,000 0 16,602,000 66.60 8,327,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 326,819,000 434,819,000 107,411,494 163,581,903 0 163,581,903 37.62 271,237,097
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17,628,000 15,708,000 3,348,500 9,395,500 0 9,395,500 59.81 6,312,500
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 17,628,000 15,708,000 3,348,500 9,395,500 0 9,395,500 59.81 6,312,500
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 95,400,000 87,000,000 21,966,238 43,939,813 0 43,939,813 50.51 43,060,187
522112 Belanja Langganan Telepon 3,600,000 3,600,000 282,909 579,696 0 579,696 16.10 3,020,304
522113 Belanja Langganan Air 13,560,000 13,560,000 2,616,600 5,059,000 0 5,059,000 37.31 8,501,000




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI2019

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | : o1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500  JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 3
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 112,560,000 104,160,000 24,865,747 49,578,509 0 49,578,509 47.60 54,581,491
5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61,875,000 54,195,000 27,245,000 54,013,000 0 54,013,000 99.66 182,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79,263,000 73,263,000 28,810,033 53,819,459 0 53,819,459 73.46 19,443,541
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 141,138,000 127,458,000 56,055,033 107,832,459 0 107,832,459 84.60 19,625,541
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 68,340,000 68,340,000 32,446,963 50,298,412 0 50,298,412 73.60 18,041,588
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 68,340,000 68,340,000 32,446,963 50,298,412 0 50,298,412 73.60 18,041,588
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 666,485,000 750,485,000 224,127,737 380,686,783 0 380,686,783 50.73 369,798,217
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994 3,657,292,000 3,741,292,000 1,141,771,356 1,966,381,803 ( 1,108) 1,966,380,695 52.56 1,774,911,305
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 3,657,292,000 3,741,292,000 1,141,771,356 1,966,381,803 ( 1,108) 1,966,380,695 52.56 1,774,911,305
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01 3,671,742,000 3,755,742,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.60 1,780,161,305
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,500,000 37,500,000 0 0 0 0 0.00 37,500,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 12,500,000 37,500,000 0 0 0 0 0.00 37,500,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 12,500,000 37,500,000 0 0 0 0 0.00 37,500,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951 12,500,000 37,500,000 0 0 0 0 0.00 37,500,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071 12,500,000 37,500,000 0 0 0 0 0.00 37,500,000




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI2019

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01

WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020

SATUAN KERJA ! 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 4

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt

REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02 12,500,000 37,500,000 0 0 0 0 0.00 37,500,000
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
JUMLAH BELANJA FUNGSI 03 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
JUMLAH TRANSAKSI KAS 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI 3,684,242,000 3,793,242,000 1,147,421,356 1,975,581,803 ( 1,108) 1,975,580,695 52.08 1,817,661,305
NON KAS




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2019
(dalam rupiah)

ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ;NGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRANSAKSI KAS
01 RUPIAH MURNI
0 RM
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
04 PERADILAN
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
52 BELANJA BARANG
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,450,000 14,450,000 4,300,000 13,500,000 0 13,500,000 93.43 950,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 14,450,000 14,450,000 4,300,000 13,500,000 0 13,500,000 93.43 950,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 14,450,000 14,450,000 4,300,000 13,500,000 0 13,500,000 93.43 950,000
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.970 14,450,000 14,450,000 4,300,000 13,500,000 0 13,500,000 93.43 950,000
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 14,450,000 14,450,000 4,300,000 13,500,000 0 13,500,000 93.43 950,000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
994 Layanan Perkantoran
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 998,281,000 998,281,000 281,283,280 828,158,760 0 828,158,760 82.96 170,122,240
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11,000 11,000 3,380 11,032 ( 1,108) 9,924 90.22 1,076
511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 90,750,000 90,750,000 24,717,610 73,447,210 0 73,447,210 80.93 17,302,790




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 2
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO XNGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,945,000 30,945,000 7,377,836 22,515,796 0 22,515,796 72.76 8,429,204
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 33,800,000 9,860,000 28,060,000 0 28,060,000 83.02 5,740,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,313,000,000 1,313,000,000 312,280,000 1,075,240,000 0 1,075,240,000 81.89 237,760,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 262,543,000 262,543,000 41,599,060 138,477,948 0 138,477,948 52.74 124,065,052
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 64,187,000 64,187,000 12,745,920 40,410,360 0 40,410,360 62.96 23,776,640
511129 Belanja Uang Makan PNS 195,015,000 195,015,000 37,175,000 104,451,000 0 104,451,000 53.56 90,564,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2,275,000 2,275,000 1,440,000 3,405,000 0 3,405,000 149.67 ( 1,130,000)
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 2,990,807,000 2,990,807,000 728,482,086 2,314,177,106 ( 1,108) 2,314,175,998 77.38 676,631,002
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 2,990,807,000 2,990,807,000 728,482,086 2,314,177,106 ( 1,108) 2,314,175,998 77.38 676,631,002
52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 263,190,000 367,810,000 88,749,143 219,969,546 0 219,969,546 59.81 147,840,454
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,700,000 1,200,000 211,500 721,000 0 721,000 60.08 479,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 36,600,000 36,600,000 9,150,000 24,400,000 0 24,400,000 66.67 12,200,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24,329,000 24,949,000 4,615,670 21,217,670 0 21,217,670 85.04 3,731,330
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 326,819,000 430,559,000 102,726,313 266,308,216 0 266,308,216 61.85 164,250,784
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17,628,000 15,708,000 6,249,750 15,645,250 0 15,645,250 99.60 62,750
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 17,628,000 15,708,000 6,249,750 15,645,250 0 15,645,250 99.60 62,750
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 95,400,000 90,700,000 18,796,413 62,736,226 0 62,736,226 69.17 27,963,774
522112 Belanja Langganan Telepon 3,600,000 1,200,000 271,957 851,653 0 851,653 70.97 348,347
522113 Belanja Langganan Air 13,560,000 11,460,000 2,940,600 7,999,600 0 7,999,600 69.80 3,460,400




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ‘ 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 3
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
522141 Belanja Sewa 0 25,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 80.00 5,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 112,560,000 128,360,000 42,008,970 91,587,479 0 91,587,479 71.35 36,772,521
5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61,875,000 54,195,000 145,000 54,158,000 0 54,158,000 99.93 37,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79,263,000 82,023,000 26,325,878 80,145,337 0 80,145,337 97.71 1,877,663
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 141,138,000 136,218,000 26,470,878 134,303,337 0 134,303,337 98.59 1,914,663
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 68,340,000 68,340,000 17,365,000 67,663,412 0 67,663,412 99.01 676,588
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 68,340,000 68,340,000 17,365,000 67,663,412 0 67,663,412 99.01 676,588
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 666,485,000 779,185,000 194,820,911 575,507,694 0 575,507,694 73.86 203,677,306
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994 3,657,292,000 3,769,992,000 923,302,997 2,889,684,800 ( 1,108) 2,889,683,692 76.65 880,308,308
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 3,657,292,000 3,769,992,000 923,302,997 2,889,684,800 ( 1,108) 2,889,683,692 76.65 880,308,308
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01 3,671,742,000 3,784,442,000 927,602,997 2,903,184,800 ( 1,108) 2,903,183,692 76.71 881,258,308
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 12,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 12,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951 12,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01

WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020

SATUAN KERJA ! 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 4

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt

REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071 12,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02 12,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
JUMLAH BELANJA FUNGSI 03 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
JUMLAH TRANSAKSI KAS 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI 3,684,242,000 3,821,942,000 965,102,997 2,940,684,800 ( 1,108) 2,940,683,692 76.94 881,258,308
NON KAS




KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2019
(dalam rupiah)

ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ;NGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRANSAKSI KAS
01 RUPIAH MURNI
0 RM
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
04 PERADILAN
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
52 BELANJA BARANG
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,450,000 14,450,000 950,000 14,450,000 0 14,450,000 100.00 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 14,450,000 14,450,000 950,000 14,450,000 0 14,450,000 100.00 0
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 14,450,000 14,450,000 950,000 14,450,000 0 14,450,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.970 14,450,000 14,450,000 950,000 14,450,000 0 14,450,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 14,450,000 14,450,000 950,000 14,450,000 0 14,450,000 100.00 0
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi
994 Layanan Perkantoran
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 998,281,000 1,040,313,000 212,006,460 1,040,165,220 0 1,040,165,220 99.99 147,780
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11,000 15,000 2,996 14,028 ( 1,108) 12,920 86.13 2,080
511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 90,750,000 92,942,000 19,458,930 92,906,140 0 92,906,140 99.96 35,860




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | ;01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ' 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 2
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
ANGGARAN SETELAH REALISASI BELANJA % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVISI RIWOLAN I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO XNGGARAN SISA ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,945,000 29,433,000 6,153,774 28,669,570 0 28,669,570 97.41 763,430
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 34,240,000 6,180,000 34,240,000 0 34,240,000 100.00 0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,313,000,000 1,317,000,000 240,380,000 1,315,620,000 0 1,315,620,000 99.90 1,380,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 262,543,000 167,000,000 28,312,694 166,790,642 0 166,790,642 99.87 209,358
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 64,187,000 53,811,000 13,035,600 53,445,960 0 53,445,960 99.32 365,040
511129 Belanja Uang Makan PNS 195,015,000 160,908,000 56,031,000 160,482,000 0 160,482,000 99.74 426,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2,275,000 4,485,000 1,080,000 4,485,000 0 4,485,000 100.00 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 2,990,807,000 2,900,147,000 582,641,454 2,896,818,560 ( 1,108) 2,896,817,452 99.89 3,329,548
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 2,990,807,000 2,900,147,000 582,641,454 2,896,818,560 ( 1,108) 2,896,817,452 99.89 3,329,548
52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 263,190,000 367,810,000 135,696,994 355,666,540 0 355,666,540 96.70 12,143,460
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,700,000 1,200,000 197,500 918,500 0 918,500 76.54 281,500
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 36,600,000 36,600,000 12,200,000 36,600,000 0 36,600,000 100.00 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24,329,000 24,949,000 3,702,500 24,920,170 0 24,920,170 99.88 28,830
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 326,819,000 430,559,000 151,796,994 418,105,210 0 418,105,210 97.11 12,453,790
5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17,628,000 15,708,000 0 15,645,250 0 15,645,250 99.60 62,750
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 17,628,000 15,708,000 0 15,645,250 0 15,645,250 99.60 62,750
5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 95,400,000 90,700,000 22,838,302 85,574,528 0 85,574,528 94.35 5,125,472
522112 Belanja Langganan Telepon 3,600,000 1,200,000 251,700 1,103,353 0 1,103,353 91.95 96,647
522113 Belanja Langganan Air 13,560,000 11,460,000 3,458,700 11,458,300 0 11,458,300 99.99 1,700




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON | 201 BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap.  : LRBSW 01
WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020
SATUAN KERJA ‘ 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 3
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Ild . lu_lrabstkt
REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
522141 | Belanja Sewa 0 25,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 80.00 5,000,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 112,560,000 128,360,000 26,548,702 118,136,181 0 118,136,181 92.04 10,223,819
5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61,875,000 54,195,000 0 54,158,000 0 54,158,000 99.93 37,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79,263,000 82,023,000 1,842,804 81,988,141 0 81,988,141 99.96 34,859
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 141,138,000 136,218,000 1,842,804 136,146,141 0 136,146,141 99.95 71,859
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Biasa 68,340,000 68,340,000 650,000 68,313,412 0 68,313,412 99.96 26,588
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 68,340,000 68,340,000 650,000 68,313,412 0 68,313,412 99.96 26,588
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 666,485,000 779,185,000 180,838,500 756,346,194 0 756,346,194 97.07 22,838,806
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1066.994 3,657,292,000 3,679,332,000 763,479,954 3,653,164,754 ( 1,108) 3,653,163,646 99.29 26,168,354
JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1066 3,657,292,000 3,679,332,000 763,479,954 3,653,164,754 ( 1,108) 3,653,163,646 99.29 26,168,354
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.01 3,671,742,000 3,693,782,000 764,429,954 3,667,614,754 ( 1,108) 3,667,613,646 99.29 26,168,354
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,500,000 37,500,000 0 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 12,500,000 37,500,000 0 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 12,500,000 37,500,000 0 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.951 12,500,000 37,500,000 0 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

ESELON | Dot BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Lap. : LRBSW 01

WILAYAH/PROPINSI 1 0500 JAWA TIMUR Tanggal : 30 January 2020

SATUAN KERJA ! 401463 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN Halaman 4

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH Prog.Id - lu_lrabstkt

REALISASI BELANJA
ANGGARAN SETELAH % REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARAN
REVISI TRIWULAN INI JUMLAH S/D PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN
TRIWULAN INI S/D TRIWULAN NI S/D TRIWULAN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071 12,500,000 37,500,000 0 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.02 12,500,000 37,500,000 0 37,500,000 0 37,500,000 100.00 0
JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
JUMLAH BELANJA FUNGSI 03 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
JUMLAH TRANSAKSI KAS 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI 3,684,242,000 3,731,282,000 764,429,954 3,705,114,754 ( 1,108) 3,705,113,646 99.30 26,168,354
NON KAS
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOM ESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO

NOMOR : KET-054/WPB. 16 /KP.0E /2019

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso
Memberikan Penghargaan Kepada :

S —— AGAMA KRAKSAAN (401463)

sebagoi
TERBAIK III

Pengelolaan Rekening Pemerintah Semester | Tahun 2019
Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso
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